
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR l̂ a TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan 
Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019, ta ta cara pengalokasian dan penyaluran ADD d ia tur 
dengan Peraturan Bupa t i ; 

b. bahwa guna men ingkatkan keadi lan dan akuntab i l i tas 
pengalokasian Alokasi Dana Desa, per lu d i l akukan 
penyesuaian formula sehingga Peraturan Bupat i Nomor 38 
T a h u n 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana 
Desa Kabupaten Pacitan sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan B u p a t i Nomor 68 T a h u n 2017, per lu d igant i ; 

c. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan Bupat i 
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi 
Dana Desa Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5434); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Undang-Undang 
Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

3. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Ker]a 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
beberapa ka l i d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 t a h u n 2019 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuanggm Desa; 

6. Peraturan Bupa t i Nomor 96 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Pacitan T a h u n 2018 Nomor 96) sebagaimana telah d i ubah 
beberapa ka l i t e rakhir dengan Peraturan Bupat i Pacitan 
Nomor 59 T a h u n 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2021 Nomor 59); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 
KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Desa adalah Desa d i l ingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 
5. Pemerintah Desa adalah peyelenggaraan u rusan pemer intahan dan 

kepentingan masyarakat setempat da lam sistem pemer intahan Negara 
Kesatuan Republ ik Indondesia. 

6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya dis ingkat ADD adalah dana per imbangan 
yang d i ter ima Kabupaten da lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten setelah d ikurang i Dana Desa Khusus . 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana keuangan t ahunan Pemerintahan Desa. 

8. Indeks Kesul i tan Geografis Desa yang selanjutnya dis ingkat IKG Desa adalah 
angka yang mencerminkan t ingkat kesul i tan geografis sua tu desa berdasarkan 
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kond is i in f ras t ruk tur , dan komunikas i . 

BAB I I 
PENGALOKASIAN ADD 

Pasal 2 

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa d ia lokas ikan berdasarkan. 
a. Alokasi Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta 

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( I Si ltap dan I Tunjangan BPD); 
b. Alokasi Dana Desa M in ima l ( ADDM) ; dan 
c. Alokasi Dana Desa Proporsial (ADDp). 



Pasal 3 

Besaran alokasi ADD masing-masing Desa adalah sebagai ber ikut : 
A D D tiap Desa = Z Si ltap dan Z Tunjangan BPD + A D D M + A D D ? 

Keterangan: 
Z SILTAP dan I Tunjangan BPD = Total Si l tap dan Tunjangan BPD 
A D D M = Alokasi Dana Desa M in ima l 
ADDp = Alokasi Dana Desa Proporsional 

Pasal 4 

(1) Alokasi Dana Desa m in ima l ( ADDM) d i h i t u n g dengan r u m u s sebagai ber ikut : 

ADDmKab 
A D D M Desa = 

Keterangan 
A D D M Kab = Total Alokasi Dana Desa m in ima l Kabupaten 
Z Desa = J u m l a h Desa se Kabupaten Pacitan 

(2) Alokasi Dana Desa M in ima l Kabupaten ( A D D M Kab) d ih i tung dengan r u m u s 
sebagai ber ikut : 
A D D M Kab = A A D D x %alokas i A D D M Kab 

Keterangan 
a. AADD = Pagu ADD Kabupaten setelah d ikurang i Z SILTAP 

dan Z Tunjangan BPD. 
b. % alokasi A D D M kab = Prosentase pengalokasian A D D m in ima l Kabupten 

sebesar 5 8 % ( l ima p u l u h delapan persen). 

Pasal 5 

(1) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDp) d i h i t u n g dengan r u m u s sebagai 
ber ikut : 
ADDp = A F + AK 
Keterangan: 
a. ADDp = Alokasi Dana Desa Proporsional 
b. AF = Alokasi Formula 
c. AK = Alokasi Kinerja 

(2) Alokasi Formula (AF) masing-masing desa d i h i t u n g dengan r u m u s sebagai 
ber ikut : 
A F = (%AF X AADD) x ((Rasio J P x % J P ) + (Rasio J P M x %JPM) + 

(Rasio LW X %LW) + (Rasio I K G x %IKG)) 
AADD = Pagu ADD Kabupaten setelah d ikurang i Z SILTAP dan Z 

Tunjangan BPD. 
Rasio JP = Rasio j u m l a h penduduk setiap desa. 
Rasio JPM = Rasio angka kemisk inan desa. 
Rasio LW = Rasio luas wi layah setiap desa. 
Rasio IKG = Rasio IKG setiap desa. 
% AF = Prosentase pengalokasian Alokasi Formula sebesar 4 0 % (empat 

p u l u h persen). 
% J P = Prosentase pengalokasian Rasio JP sebesar 3 2 % (tiga p u l u h 

dua persen). 
% JPM = Prosentase pengalokasian Rasio JPM sebesar 2 5 % (dua p u l u h 

l ima persen). 



% LW = Prosentase pengalokasian Rasio LW sebesar 3 3 % (tiga p u l u h 
tiga persen). 

% I K G = Prosentase pengalokasian Rasio IKG sebesar 10% (sepuluh 
persen). 

Pasal 6 

(1) Nilai Rasio J u m l a h Penduduk sebagaimana d imaksud Pasal 5 ayat (2) d i h i tung 
dengan r u m u s sebagai ber ikut : 
_ . Z Penduduk Desa ^^nn, Rasio J P = „ , , .— x 100% 

Z Penduduk Kabupaten 

(2) Nilai Rasio Penduduk M isk in sebagaimana d imaksud Pasal 5 ayat (2) d ih i tung 
dengan r u m u s sebagai ber ikut : 
_ . _ Z Penduduk Miskin Desa ^ 
Rasio J P M = ^ „ . , . . . „ • • • u ^ 100% 

Z Penduduk Miskin Kabupaten 

(3) Nilai Rasio Luas Wilayah sebagaimana d imaksud Pasal 5 ayat (2) d ih i tung 
dengan r u m u s sebagai ber ikut : 
_ , - Z Luas Wi layah Desa 
Rasio LW = — — — — — x 100% 

Z Luas Wi layah Kabupaten 

(4) Nilai Rasio Indeks Kesul i tan Geografis sebagaimana d imaksud Pasal 5 ayat (2) 
d ih i tung dengan r u m u s sebagai ber ikut : 
« • w r w ^ Z I K G D e S a ^nnn, 
Rasio I K G = -—rz ^ 100% 

Z IKG kabupaten 

Pasal 7 

(1) Alokasi Kinerja (AK) d i h i t u n g berdasarkan kr i te r ia sekurang-kurangnya 
me l iput i : 
a. Berstatus sebagai Desa Mand i r i ; 
b. Penetapan APB Desa t idak Melebihi 31 Desember; dan 
c. Pendapatan Asl i Desa n -1 meningkat dar i t a h u n n-2. 

(2) Alokasi Kinerja (AK) d i h i t u n g dengan r u m u s sebagai ber ikut : 
A K = AKiDM + AKAPBDes + AKpADes 
Keterangan: 
AKiDM = Alokasi Kinerja berdasarkan status sebagai desa mand i r i . 
AKAPBDCS = Alokasi Kinerja berdasarkan penetapan APB Desa sebelum 31 

Desember n - 1 . 
AKpADes = Alokasi Kinerja berdasarkan yang m i l i k i PADes meningkat dar i 

n-2 ke n -1 . 
(3) Alokasi Kinerja berdasarkan Indeks Desa Membangun (AKIDM) d ih i tung dengan 

rumus : 
.__ _ %AKx%IDMxAADD 

^ 

Keterangan: 
% A K = Prosentase pengalokasian Alokasi Kinerja sebesar 2 % (dua 

persen). 
% IDM = Prosentase pengalokasian alokasi I D M sebesar 3 0 % (tiga p u l u h 

persen). 
Z IDM = J u m l a h Desa memi l i k i s tatus sebagai Mand i r i t a h u n ke n. 
AADD = Pagu ADD Kabupaten setelah d ikurang i Z SILTAP dan Z 

Tunjangan BPD. 



(4) Alokasi Kinerja berdasarkan penetapan APB Desa (AKAPBOes) d i h i tung dengan 
r u m u s : 

% AK X % APBDes x A ADD 
AKAPBDes 

Keterangan: 
SAPBDes 

% APBDes = Prosentase pengalokasian alokasi APB Desa berdasarkan 
besaran Alokasi Kinerja desa yang menetapkan APB Desa 
sebelum 31 Desember n -1 sebesar 5 0 % (l ima p u l u h persen). 

I APBDes = J u m l a h Desa yang menetapan APB Desa sebelum 31 Desember 
n - 1 . 

%AK = Prosentase pengalokasian Alokasi Kinerja berdasarkan total 
pagu ADD - I SILTAP dan BPD sebesar 2 % (dua persen). 

AADD = Pagu ADD Kabupaten setelah d ikurang i I SILTAP dan I 
Tunjangan BPD. 

(5 ) Alokasi Kinerja berdsarkan Pendapatan Asli Desa AKPADCS d ih i tung dengan 
rumus : 

% AK X % PADes x A ADD 
AKpAOes 

Keterangan: 
% PADes 

Z PADes 
%AK 

AADD 

SPADes 

Prosentase pengalokasian alokasi PADes berdasarkan besaran 
Alokasi Kinerja sebesar 2 0 % (dua p u l u h persen). 
J u m l a h Desa yang m i l i k i PADes meningkat dar i n - 2 ke n - 1 . 
Prosentase pengalokasian Alokasi Kinerja berdasarkan total 
pagu ADD - Z SILTAP dan BPD sebesar 2 % (dua persen). 
Pagu ADD Kabupaten setelah d ikurang i Z SILTAP dan Z 
Tunjangan BPD. 

BAB I I I 
TATA CARA PENCAIRAN 

Pasal 8 

(1) Pencairan ADD d i laksanakan setiap bu l an t e rh i tung mu la i bu lan J a n u a r i 
dengan besaran m in ima l sebagaimana d i te tapkan da lam Peraturan Bupat i . 

(2 ) Pencairan ADD d i l akukan mela lu i p em indahbukuan dar i Rekening Kas U m u m 
Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). 

(3) Pencairan ADD bu lan J a n u a r i d i d a h u l u i dengan sura t permohonan pencairan 
dar i Pemerintah Desa kepada Bupa t i Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan mela lu i Camat yang d i lampi r i : 
a. Foto copy Rekening Kas Desa; dan 
b. Laporan realisasi APB Desa. 

(4) Pencairan ADD bu lan Februar i sampai dengan bu lan Desember d idahu lu i 
dengan penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi 
kegiatan bu lan sebelumnya kepada Bupat i Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan mela lu i Camat. 

(5) Pengajuan pencairan ADD lengkap dengan persyaratannya maks ima l tanggal 
5 setiap bu lannya sampai d i Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Pacitan. 



(1) U n t u k memenuh i kewajiban pe j ^^g^^an asurans i kesehatan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa Kepada Badan Penyelenggara J a m i n a n Sosial Kesehatan, 
setiap pencairan ADD d i Desa dipotong secara langsung sebesar iu ran 
j a m i n a n Kesehatan Kepada Badan Penyelenggara J a m i n a n Sosial Kesehatan. 

(2) Besaran Potongan u n t u k Pembayaran Badan Penyelenggara J a m i n a n Sosial 
Kesehatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sebesar 1 % (satu persen) dar i 
penghasi lan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(3) Pencatatan pendapatan da lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
bersumber dar i ADD sebagai ak ibat pemotongan i u r a n j a m i n a n kesehatan 
tetap dicatat sesuai dengan besaran pagu ADD masing-masing Desa. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal - ( L - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 

Salinan sesuai den^ 
Kepala Bi 

asl inya 
u m , 

DENl CAHYANTQRO. SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 


